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Cancel cultur merupakan fenomena sosial berupa pembatal an secara sosial seseorang akibat suatu hal dari
diri orang tersebut yang dipandang ofensif oleh masyarakat. Tindakan ini umumnya dilakukan oleh
masyarakat sebagai bentuk protes agar seseorang yang terkena pembatalan meminta maaf dan tidak
mengulangi perbuatannya kembali. Cancel culture telah ada dalam masyarakat sejak lama, namun seiring
berkembangnya teknologi, fenomenaini juga berkembang dari segi skala dan intensitas pembatalannya, juga
seberapa seringnya pembatal an tersebut terjadi. Perkembangan tersebut terjadi karenateknologi internet dan
media sosial yang mempermudah penyebaran informasi sehingga hal-hal kecil dapat menjadi sesuatu yang
viral.Cancel culture yang semakin berkembang ini berpotensi menimbulkan suatu masalah yang besar bagi
target pembatalan, seperti tercemarnya nama baik korban, kehilangan pekerjaan, dan tersebarnya data
pribadi. Target pembatalan yang menderita permasal ahan-permasal ahan seperti itu dapat dikatakan sebagai
korban cancel culture. Walaupun terdapat masal ah-masalah tersebut, di dalam hukum pidana Indonesia
belum ada suatu peraturan yang memberikan perlindungan hukum bagi target pembatalan. Oleh karenaitu,
diperlukan suatu perlindungan di bidang hukum untuk memberikan batasan dalam cancel culture dan
mencegah terjadinya masal ah-masal ah tersebut sebelum cancel culture semakin berkembang di masyarakat.
Dengan perlindungan hukum ini, hak-hak dari target pembatal an tetap terjamin oleh hukum untuk tidak
dilanggar.

...... Cancel cultureisasocial phenomenon in aform of socially cancelling somebody because of something
from that person that society sees as offensive. The society generally does this action as aform of protest so
that the person that is getting cancelled sends an apology and will not repeat their action. Cancel culture has
been in the society for along time, but as the technology is devel oping, this phenomenon is also developing
in terms of the scale and intensity of the cancellation, also how often the cancellation happens. That

devel opment happens because of the technology of internet and social media that ease information
transmission which causes small things able to become something viral. This development of cancel culture
is potential of creating big problems for cancellation targets, such as defamation, job loss, dissemination of
personal data. Cancellation targets that suffer those problems can be said as cancel culture victims. Even
though those problems exist, Indonesian criminal law does not have any rule that gives legal protection for
cancellation targets. Therefore, legal protection is needed for giving restriction to cancel culture and
preventing those problems from happening before the cancel culture develops even more in society. With
thislegal protection, the rights of cancellation targets are guaranteed by law to not be violated.
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